
BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAk,

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

b.

‘Cc.

Mengingat : 1.

BUPATI KAMPAR
bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekvlah

Menengah Pertama harus dilakukan sccara_ efekufl,

objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif

sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu

pendidikan dan sumber dava manusia sesual dengan

kompetensi yang ditetapkan secara Nasional;
bahwa dengan ditetapkannva Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 51] Tahun 2018

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menegah Atas dan Sckolah Menengah

Kejuruan perlu ditetapkan Pedoman Pencrimaan Peserta

Didik Baru pada Taman Kanak-kKanak, Sekolah Dasar
dan Mencngah Pertama di Kabupaten Kampar;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

menctapkan Pcraturan Bupati tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru pada Taman kanak-hkanak, Sekolah

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19-45;



on

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lcembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncsia Nomor 4586) scbagaimana
telah beberapa kali diubah, tcrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Lenlang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tahun 20U5 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, tcrakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670):
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

2.

3.

6.

7.

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvclenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2010 tentang Pengclolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta

Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 Tahun 2018 tentang Pencrimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah Pertama, Sckolah Menengah Atas_ dan
Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 51 Tahun 2018 tcntang Penerimaan Peserta



Menetapkan :

Didik Baru pada Taman Kanak-kKanak, Sckolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas

dan Sekolah Menengah kejuruan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA

DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAk, SEKOLAH

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kumpar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan dacrah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi

kewenangan dacrah otonom.

Bupati adalah Bupati Kampar.
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang

selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Kampar.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

3.

Pertama.

6. Taman Kanak-Kanak yang sclanjutnyva disingkat TK

adalah salah satu bentuk Sckolah anak usia dini pada

jalur Pendidikan Formal.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum_ pada jenjang

pendidikan dasar.



10.

11.

12.

13.

14.

16.

Sekolah Menengah Pertama yang sclanjutnya disingkat
SMP adalah salah satu. bentuk satuan_ pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada

jJenjang pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil

belajar vang diakui sama atau sctara SD atau MI.

Pencrimaan peserta didik baru vang selanjutnva

disingkat PPDB adalah pencrimaan pescrta didik baru

pada TK dan Sekolah.

Perpindahan peserta didik adalah pencrimaan peserta
didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.

Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah

kegiatan pengukuran capaian kompctensi lulusan pada
mata pelajaran tertcntu. sccara nasional dengan

mengacu standard kompetensi lulusan.
Nilai Ujian Sckolah adalah angka vang dipcrolch dari

hasil ujian sekolah vang dicantumkan dalam surat

tanda kelulusan, sertifikat hasil ujian nasional atau

surat ketcrangan yang berpenghargaan sama diujikKan

secara nasional dan dinyatakan lulus.
Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnva
disingkat SHUN adalah surat kctcrangan vang berisi

nilai UN serta tingkat capaian standard kompetensi
lulusan yang dinyatakan dalam kategort.

Piagam Prestasi adalah Piagam kejuaraan lomba Bidang
Akademis maupun Non Akademis vang dikeluarkan oleh

Dinas Pendidikan, kKementerian Agama habupaten

Kampar, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan.
Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, Dinas Pariwisata,

8.

Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka.

.Serufikat Kejuaraan adalah hasil terbaik dalam Iestival-15

yang setara dengan juara | (satu).
Jalur Zonasi adalah pencrimaan pescrta didik baru yang
dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara screntak
dan terpadu) dengan) mempertimbangkan tempat

tinggal/domisili, dan nilai ujian sekolah berstandar

qTrad

nasional.



17.

18.

(1)

(2)

(3)

Jalur Prestasi Bakat Minat adalah pencrimaan peserta
didik baru) dengan mempertimbangkan Prestasi
akademik dan atau non akademik, bakat minat dan

kemampuan ckonomi.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali adalah

penerimaan pescrta didik baru scsuai dengan alamat

pada Kartu keluarga vang diterbitkan paling singkat [1]

Tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman
Pemerintah Daerah dalam PPDB sebagai berikut :

a. memberi kesempatan vang_ scluas-luasnya bagi

penduduk usia sckolah agar mempcroleh lavanan
pendidikan yang sebaik-baiknva;

b. memberi kescmpatan kepada peserta didik dari

keluarga tidak mampu;

c. menjaring peserta didik baru berprestasi di bidung
akademik dan non akademik; dan

d. memberi kesempatan pcserta didik baru yang
berkebutuhan khusus (inklusil).

PPDB dilakukan berdasarkan:
a. Nondiskriminatif;
b. objektif;
c. transparan;
d. akuntabel;dan

ce. berkeadilan.

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada avat (2)

dikecualikan bagi Sckolah vang secara kKhusus melavani
peserta didik dari kelompok gender atau agama
tertentu.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3



(1) Sekolah vang disclenggarakan oleh Pemerintah Dacrah

melaksanakan PPDB pada Bulan Mei sctiap tahun.

(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dimulai dari tahap:
a. pengumuman pendaltaran penerimaan calon peserta

didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang
dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;
c. seleksi sesuai dengan jJalur pendaftaran;
d. pengumuman penctapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta
didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut

a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan

jenjangnya;
b. tanggal pendaftaran;
c. jalur pendaftaran vang terdin dari jalur zonasi, jalur

prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wall:
d. jumlah daya tampung vang terscdia pada kclas |

SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan

Belajar dalam Dapodik; dan

c. tanggal penctapan pengumuman hesil proses selckst

PPDB.

(4) Pengumuman pendafltaran penerimaan calon peserta
didik baru sebagaimana dimaksud pada avat (3) melalui

papan pengumuman Sckolah maupun media lainnya.

(5) Pengumuman penetapan peserta didik baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd dilakukan

sesual dengan jalur pendaftarun dalam PPDB.

(6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan

hasil rapat dewan guru yang dipimpin olch kepala
Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepate
Sekolah.

Pasal 4

(1) PPDB dapat dilaksanakan secara :



(2)

(3)

a. luar jJaringan (luring)/manual; alau
b. dalam jaringan (daring)/system Real Time Online

(RTO)
PPDB sccara luar jaringan (luring)/manual scbagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a dengan cara calon

peserta didik mendaftar langsung di sckolah vang
dipilih, pendataan secrta scleksinva secara manual
sesual dengan ketentuan yang berlaku.
PPDB dalam jaringan (daring)/RTOQ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara calon

peserta didik mengikuti svstem pemroscsan data dan

n

seleksi secara online.

Bagian Kcdua

Persyaratan Pendaltaran

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

a.

(1)

(2)

(3)

berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
untuk kelompok A; dan

berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (cnam) tahun

a

ab.

untuk kelompok B.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD
berusia :

a. 7 (tujuh) tahun; atau

b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tangyai i Juli
Tahun berjalan;

Sekolah wajib menerima pescerta didik vang berusia 7

(tujuh) tahun.

Pengecualian syaral usia paling rendah © (cnam) tahun

sebagaimana dimaksud padu ayat (1) huruf b yaitu
paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada

tanggal 1 Juli tahun berjalan vang dipertuntukkan bagi

calon peserta didik vang memiliki potensi kecerdasan

dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis vang



dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog

profesional.

(4) Dalam hal psikolog profesional scbagaimana dimaksud

pada avat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat
dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pusal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal

1 Juli tahun berjalan; dan
b. memiliki Yazah atau surat tanda tamat belajar SD atau

bentuk lain vang sederajat.

Bagian kKeliga

Jalur Pendattaran PPDB
Pasal 8

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai
berikut :

a. zonasi;
b. prestasi; dan

c. perpindahan tugas orang tua/wali.
(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a paling sedikit 80 % (dclapan puluh persen) dari dava

tamping sekolah.

(3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b paling banyak 15 % (lima bclas persen) dari

daya tampung sckolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana
dimaksud dengan avat (1) huruf c¢ paling banvak 5 °o

(lima persen) dari dava tampung sekolah.

(5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur
dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

(6) Selain) melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur
zonasi sesuai domisili dalam zonasi yang telah

ditetapkan, calon pescrta didik dapat) melakukan



pendaftaran PPDB melalui jalur prestesi dliual

domisili peserta didik.

(7) Penetapan Zonasi Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas

Dikpora.a.

Pasal9
Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (4) Udak

terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau

jalur prestasi.

Pasal 10

(1} Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan
kuota paling sedikit 80 ™ (dclapan puluh persen)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) huruf a,
sekolah vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

wajib menerima calon peserta didik vang berdomisili

sesuai zona vang ditetapkan.

(2) Domisili calon peserta didik scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan alamalt pada kartu keiuarga

yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun scbelum

pelaksanaan PPDB.

(3) Kartu keluarga dapat diganu dengan sural kelcrangan
domisili dari rukun tclangyga alau rukun warga yang

dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa sctempat yang

mencrangkan bahwa peserta didik vang bersangkutan
telah berdomisili paling singkat | (satu) tahun sejak

diterbitkannya surat keterangan domisili.

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik vang memiliki

kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam

satu) wilavah Kabupaten/RKota vang sama denwan

Cc

Sekolah asal.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

Kuota paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dalam

jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat

(1) termasuk kuota bagi :

a. peserta didik tidak mampu,; dan/atau
b. anak penvandang disabilitas pada Sekolah vang

menvelenggarakan lavanan inklusif.

Peserta didik baru yang berasal dari kcluarga ckonomi

tidak mampu sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan pescrta
didik dalam program penanganan’ keluarga tidak

mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Orang tua/wali peserta didik wajib membuat strat

keterangan yang menyatakan berscdia diproses secara

hukum, apabila terbuktt memalsukan bukti

kcikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atate Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Seleksi PPDB

Pasal 12

Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 (satu) SD

hanya menggunakan jalur Zonasi dan Jalur

perpindahan tugas orang tua atau wall.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas

sebagai berikut :

a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ;

dan

b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam

zonasi yang ditetapkan olch Bupati.
Sekolah wajib mencrima peserta didik vang berusia 7

(tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi vang telah

ditetapkan.



(4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik

didasarkan pada jarak tempat tinggal calon_ pescrta
didik yang terdekat dengan Sckolah.

(5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD

tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP

menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur
perpindahan tugas orang tua/wall.

Pasal 14

(1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 7 (tujuh) SMP

yang menggunakan mekanisme daring dilakukan

dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdckat

ke Sckolah dalam zonasi vang ditetapkan.

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan
Sekolah sebagaimana dimaksud pada avat (1) sama,

maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang
mendafltar lebih awal.

Pasal 15

(1) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 7 (tujyuh) SMP

yang menggunakan mekanisme luring, dilaxukan

dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon

peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam

zonasi vang ditetapkan.
(2) Untuk dava tampung terakhir dari sisa kuota jalur

zonasi, jika terdapat calon peserta didik vang memilki

jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka

dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik vang
memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih

tinggi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 16

Daftar ulang dilakukan olch calon peserta didik Baru

yang telah diterima untuk memastikan’ statusnya

sebagai peserta didik pada Sckolah vang bersangkutan
Pendataan ulang dilakukan olch TK dan Sekolah untuk

memastikan status peserta didik lama pada Sckolah

vang bersangkutan.

Bagian Keenam

Biava
Pasal 17

Pelaksanaan PPDB pada Sekolah vang menerima

bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biava.
Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 avat (2) tidak dipungut biava.
Sckolah vang diseclenggarakan oleh Pemerintah Deerah

dilarang :

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan vang
terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun

perpindahan peserta didik; dan

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau

buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB II]

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

perpindahan pescrta didik antar Sckolah dalam satu

Daerah Kabupaten, antar Kabupaten atau Kota dulam

satu Daerah Provinsi atau antar Provinsi dilaksanakan

atas dasar persetujuan Kepala Sckolah asal dan Kepala
Sekolah yang dituju.
Dalam hal terdapat perpindahan’ peserta_ didik

sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) maka Sekolah

yang bersangkutan wajib memperbaharul dapodik.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Perpindahan peserta didik scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan avat (2) wajyib memenuhi_ ketentuan

persvaratan PPDB dan/atau system zonasi.

BAB IV

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 1%

Jumlah peserta didik baru pada jJenjang PAUD pada

prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing

kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu

rombongan belajar paling banvak 20 (dua puluh)

peserta didik.

Jumlah peserta didik baru pada SD dalam sctlup

rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta
didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta
didik.

Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam sctiap
rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta
didik dan paling banyak 32 (uga puluh dua) pescrta
didik.
Jumlah peserta didik baru pada Satuan Pendidikan

Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banvak

a

5 (lima) peserta didik.

BAB V

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH
Pasal 20

Jumlah rombongan belajar pada SD atau bentuk lain

yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (cnam)

rombongan belajar dan paling banvak 24 (dua puluh

empat) rombongan belajar. masing-masing tingkat

paling banyak 4 (empal) rombongun belayar.

Jumlah rombongan belajar pada SMP atau bentuk lain

yang sederajat) berjumlah paling sedikit 3 (tiga)

rombongan belajar dan paling banvak 33 (uga puluh



tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling

banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada

jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Dikpora.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang

pada tanggal 2# DEecemBen 2019

PATI KAM

A
floarur buoeK

CATUR SUGENG SUSANTO Fa

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 27 Deserber 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 70


